
BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR X TAHUN 2023 t

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
i

BUPATI ACEH TIMUR,

bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong,
khususnya yang mengatur tentang perangkat gampong
masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap qanun
dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;

*Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan
Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, »
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah&n Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat (Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe
Darussalam Nomor 20);

11.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh
Tahun 2011Nomor 11,Tambahan Lembaran DaerahAceh
Nomor 38);
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12.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Kabupaten
Aceh TimTar Tahun 2018 Nomor 4);

13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:
I

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 8 TAHUN
2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf e Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Bagian Kedua
Perangkat Gampong

Pasal 16

(1) Perangkat gampong diangkat oleh keuchik dari warga
gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan
khusus. »

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah

Umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan

42 (empat puluh dua) tahun; dan
c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah sebagai berikut:
a. mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama

Islam, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kantor UrusanAgama (KUA) setempat;

b. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena

melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik
yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
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e.

f.
g-

[4)

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusaii pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukurn yang tetap;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina,
beijudi, minum khamar, dan berkhaiwat yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik dan
Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
memahami adat istiadat setempat;
bersedia bertempat tinggal di gampong yang
bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat
gampong dibuktikan dengan surat pemyataan
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai
cukup; dan
mampu melaksanakan tugas dan menjalin keijasama
dengan Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan
gampong sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Gampong, diatur dalam qanun
tersendiri.

h.

Pasal II

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal G 2023 M

1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

MAHYUDDIN
Diundangkan di Idi
pada tanggal C, MAMA 2023 M

\A 1444 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

(V
T RExA RIZK3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMORÿ

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSIACEH : (7/98/2022);




